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ABSTRAK

Sejak awal kemunculannya, pajak diasumsikan dapat memberikan
sumbangsih kepada negara dengan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan rakyat,
khususnya kalangan menengah ke bawah. Dengan kata lain pajak merupakan
perikatan yang lahir dari inisiatif yang selayaknya dapat memberikan kenyamanan
demi kesejahteraan. Upaya penagihan pajak tentu merupakan hal yang sangat penting,
sehingga perlu dipahami bahwa pajak yang dari sisi ekonomi merupakan peralihan
kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas negara dengan berbagai kebijakan. Oleh
karena itu wajib pajak tentu saja secara alamiah harus memenuhi kewajiban tersebut.
Namun, dalam perbincangan seputar pajak tersebut terdapat perdebatan yang hingga
kini masih santer diperbincangkan. Dalam kesempatan ini penyusun akan
mengangkap pendapat dua tokoh besar Islam yang keduanya memiliki argumentasi
untuk mempertahankan atau menghapus sistem perpajakan, yaitu pandangan Yusuf
Qardawi sebagai tokoh yang sangat menganjurkan praktek pajak, serta pandangan
Hasan Turabi sebagai tokoh yang justru menolak diterapkannya pajak dimanapun dan
kapanpun dengan berbagai dalil yang mendasarinya.

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu.
Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (/ibrary research), yaitu
penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, buku-buku
perpajakan baik yang berasal dari karya Hasan Turabi maupun Yusuf Qardawi
dan/atau karya perpajakan lain, kitab fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan atau
relevan dengan objek kajian.

Berdasarkan metode-metode yang sudah digunakan, maka terungkaplah
bahwa perdebatan seputar pajak ternyata masih terjadi dengan klasifikasi pendapat
yang berbeda-beda dan penggunaan dalil yang juga berbeda, khususnya pendapat dua
tokoh besar seperti Yusuf Qardawi dan Hasan Turabi. Perdebatan tersebut di satu sisi
menginginkan pajak dihapus dengan berbagai alasan dan di sisi lain justru
menginginkan pajak tetap dipertahankan, pajak tetap layak untuk debenahi sebagai
salah satu instrumen pendapatan keuangan negara demi kepentingan umum.

Kedua pendapat itu setidaknya mampu menjadi refleksi bagi penguasa suatu
negara untuk memberdayakan pajak dengan lebih humanis, tidak hanya menjadi
ketentuan sepihak tanpa ada keinginan yang utuh demi perbaikan ekonomi rakyat
miskin. Apabila hal tersebut masih enggan dilakukan maka seharusnya sistem
perpajakan tersebut dihapus dan lebih memberdayakan zakat, karena mekanisme yang
diatur dalam zakat lebih menitikberatkan kepentingan sosial dengan ketentuan-
ketentuan yang telah diatur baik dalam al-Qur’an maupun Hadis.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
f Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
<@ B&’ B be
& T& T te
& Sa’ $ es (dengan titik di atas)
d jim J je
C Ha’ H Ha (dengan titik di bawah)
t kha’ Kh ka dan ha
K\ dal D de
k) zal zZ Zet (dengan titik di atas)
J ra’ R er
3 zai 4 zet
Y sin S es
g™ syin Sy es dan ye
ol sad S es (dengan titik di bawah)
ol dad d de (dengan titik di bawah)
b2 ta’ t te (dengan titik di bawah)
b 74’ z zet (dengan titik dibawah)
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g ain koma terbalik (di atas)
'& gain g ge dan ha
) fa’ f ef

a3 qaf q qi

S kaf k ka

Jd lam 1 el

a mim m em

O nlin n en

K] wawl w we

A ha’ h ha

3 hamzah apostrof
¢ ya’ y ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan

oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :
Jod ditulis Nazzala
O ditulis Bihinna
C. Ta’ Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
FIRN ditulis Hikmah
ale ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal

lain).
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2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka

ditulis dengan h.

sl g¥1dal S ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

hdliBIg ) ditulis Zakah al-fiti

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis A
) ditulis Fa’ala
J=d
Kasrah ditulis I
. ditulis Zukira
8
dammah ditulis u
) ditulis yazhabu
caly
E. Vokal Panjang
Fathah + alif ditulis a
T ditulis fala
Fathah + ya’ mati ditulis a
2 u*‘“:‘ ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis i
M ditulis tafshil
Dlammah + wawu mati ditulis i}
b sl ditulis usil
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ditulis ai
Pl as ditulis al-zuhaili
Fatha + wawu mati ditulis au
2 | dag ditulis al-daulah




G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

e".u\\ ditulis A’anntum
Gas ditulis U’iddat
ad Sl ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

Ol ditulis Al-Qur’an
ll) ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf'l (el) nya.

& landd) ditulis As-Samai
g A| ditulis Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

a8l 93 ditulis Zawi al-furad
o sal ditulis Ahl as-sunnah
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, prosentasenya
mencapai 88%. Bahkan merupakan jumlah muslim terbesar di dunia.
Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban
berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai warga
negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang
telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang
mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban
kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan
bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan
negara dan pembangunan nasional.

Dalam pandangan Yusuf Qardawi pajak merupakan sebuah
instrumen kepatuhan warga negara terhadap pemerintah.'! Cerminan
tersebut seharusnya dapat melekat terhadap seluruh lapisan masyarakat
sebagai konsekuensi nilai kepatuhan diatas. Ia beranggapan kesuksesan
integrasi pemerintah dapat dilihat dari kepedulian warga negaranya
terhadap kebijakan perpajakan yang diatur. Namun demikian konstruk
sosial suatu negara juga layak diperhatikan dalam aplikasi kebijakan pajak
yang ditetapkan. Seperti Indonesia, misalnya, sebagai negara yang

mayoritas muslim tentunya akan memiliki kecenderungan yang sedikit

"'Yaisuf Qardawi, Hukum Zakat, cet-10, (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007),
hlm. 1077-1078.



berbeda dari berbagai peraturan yang dibuat, khususnya dibidang
perpajakan, karena dalam pemahaman mereka terdapat konstruk hukum
Islam yang juga mengatur masalah distribusi harta selain pajak, seperti
zakat, infak dan lain-lain.

Berbeda pula dengan pemahaman Hasan Turdbi yang justru
cenderung menjadikan pajak sebagai salah satu alternatif distribusi harta
yang harusnya tidak diaplikasikan dalam suatu instrument kenegaraan’.
Apalagi diberlakukan dinegara yang mayoritas muslim atau bahkan negara
Islam. Asumsi dasarnya adalah Islam telah mengatur secara tegas dan
lugas dalam masalah distribusi harta bukan dalam bentuk pajak, melainkan
dalam bentuk zakat dan lain sebagainya. Pajak yang diklaim oleh beberapa
ulama (yang memperbolehkan) sebagai hal yang niscaya serta dapat
diterapkan oleh negara demi mengisi kantung keuangan negara hendaknya
disikapi ulang, mengingat mekanisme zakat, infak sedekah dan apapun
yang diatur didalam Islam menurut Qur’an dan Hadis sudah sangat
mewakili kewajiban manusia dalam konteks distribusi harta.

Akan tetapi di Indonesia sendiri sesuai falsafah undang-undang
perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi
merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam
bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan
nasional. Sebuah negara tentunya membutuhkan adanya sarana dan

prasarana yang mendukung keberlangsungan hidup rakyatnya dan negara

% Millard Burr Revolutionary, Sudan: Hasan al- Turabi and the Isiamist state, 1989-
2000, (Leiden: Boston MA Brill, 1999), him. 20.



tersebut, yang mana untuk memperoleh hal itu peran serta masyarakat
secara bersama-sama dalam berbagai bentuk merupakan sumbangsih yang
sangat urgen, yang salah satunya adalah pajak.’ Begitu juga dengan
intensitas hukum Islam yang secara utuh telah mengatur dan
mengembangkan mekanisme perpajakan sejak dahulu kala, seperti pada
masa daulah Abbasiyah yang telah mengembangkan sistem perpajakan,’
dengan baik seperti tercatat dalam sejarah Islam.’

Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang ini,
terdapat beberapa pendapat di kalangan umat Islam dari yang pro maupun
yang kontra karena telah ada kewajiban zakat terhadap harta dan
penghasilannya yang telah memenuhi syarat. Pro kontra terkait dengan hal
ini harus didudukkan pada proporsi yang semestinya agar terjadi mutual
understanding yang membawa kemaslahatan bagi masa depan
kesejahteraan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu:® fungsi budgetair atau
fungsi finansial dan fungsi redistribusi pendapatan bagi masyarakat.
Fungsi yang pertama, sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu
rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-

sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber

> Y. Sri pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi
Offset, 2006), him. 1.

* Pada masa itu lebih dikenal dengan upeti.

5> Munthoha, dkk, Pemikiran dan Peradaban Islam, cet-1, (UUI Press: Yogyakarta,
1998), him. 36.

www.pajakonline.com/engine/learning/index cat.php?id=226. Diakses pada
tanggal 13 April 2010.



utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara
sulit dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja
pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah
sakit atau puskesmas, serta kantor polisi dibiayai dengan menggunakan
uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk
pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan
masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan
meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang
semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Disamping fungsi budgetair (fungsi penerimaan) di atas, pajak
juga melaksanakan fungsi regulerend atau fungsi mengatur yaitu fungsi
pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial,
ekonomi, atau politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Oleh
karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk
tercapainya fungsi ini. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan
sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.
Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu
negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda
pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pendapatan pemerintah
untuk dapat mengisi kas negara melalui pemungutan pajak. Karena pajak

memberikan sumbangsih kepada negara cukup besar, untuk memenuhi



kebutuhan masyarakat melalui kas negara. Dengan kata lain pajak
merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang mewajibkan
seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-
undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat
dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang
dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara.’

Upaya penagihan di dalam pajak tentu merupakan hal yang sangat
penting, sehingga perlu dipahami bahwa pajak yang dari sisi ekonomi
merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas negara dapat
dipandang sebuah pengurangan kekayaan. Karena pajak mengurangi
kekayaan tentu saja secara alamiah seseorang (wajib pajak) akan berusaha
untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut. Entah itu melalui cara-cara
penghindaran pajak maupun dengan penyiasatan tertentu atau bahkan
penyelundupan pajak.® Dalam hal ini apabila wajib pajak tidak memenuhi
kewajibannya, maka harus dilakukan upaya agar wajib pajak tetap
memenuhi kewajibannya. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dapat
terjadi karena wajib pajak ataupun penanggung pajak tidak mempunyai
kemauan atau niat baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di Indonesia masalah pengelolaan zakat sampai sekarang belum
tuntas. Padahal Indonesia telah memiliki undang-undang No. 38 tahun

1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagian pihak menduga, justru undang-

7 Pudyatmoko, Pengantar pajak, him. 173.

8 Ibid, him. 174.



undang inilah yang menghambat perkembangan =zakat. Alih-alih
terkoordinasi, setiap lembaga baik Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS), Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi, Kabupaten dan kota serta
Lembaga Amil Zakat (LAZ), seluruhnya memainkan peran dan fungsi
serupa. Usulan bertahun-tahun tentang pembagian peran fungsi dan tugas
tak tergubris sama sekali.’ Begitu juga dengan pajak, ada beberapa
undang-undang yang secara jelas mengaturnya mulai dari tata cara
panagihannya hingga mekanisme denda atau gijzeling’’ dan lain-lain.
Namun perdebatan seputar pajak, yang diklaim oleh beberapa pemikir
sebagai sebuah kewajiban warga negara atau bahkan sebaliknya, masih
terus terdengar.

Salah satu alasan yang kongkrit diperbolehkannya pajak adalah
kemaslahatan umat. Terlihat dari sebagian pendapat ulama yang
membolehkan, maka pajak saat ini memang menjadi kewajiban warga
negara dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai
berbagai kebutuhan (pengeluaran) yang ada. Jika pengeluaran atau
kebutuhan tidak dibiayai maka akan timbul kemudaratan. Sedangkan
mencegah kemudaratan adalah suatu kewajiban. Ini merupakan pendapat
golongan yang senantiasa memperbolehkan aplikasi pajak dalam sebuah

institusi kenegaraan.

? Erie Sudewo, Kebijakan Perzakatan, Kita dan Negeri Tetangga, dalam Politik
ZISWAF; Kumpulan Esai (Jakarta: CID dan UI Press: 2008), hIm. 187.

' Secara populer Moeljo Hadi merumuskan bahwa penyanderaan adalah keadaan di
mana penanggung pajak sebenarnya mampu membayar pajak akan tetapi tidak ada kemauan
untuk membayar pajak yang terutang yang harta kekayaannya disembunyikan. Lihat Moeljo
Hadi, Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan
Daerah, cet 4 ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), him. 110.



Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan
kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban warga negara
yang terbebani dari negara sesuai undang-undang yang berlaku. Akan
tetapi perlu juga diperhatikan nilai-nilai dasar perpajakan seperti
memberikan rasa aman, perlindungan akibat kejadian yang tiba-tiba,
bencana dan sejenisnya.

Islam menganggap kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu
aspek dari pelaksanaan tanggungjawab di dunia ini. Orang yang semakin
banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi, maka dia akan semakin bisa dan
baik selama keseimbangan hidupnya terjaga. Islam juga mengajarkan
prinsip transfer yang disimbolkan dengan istilah zakat, sadagah, dan infak.
Prinsip ini mengandung arti mengurangi kekayaan untuk mendistribusikan
kepada yang miskin atau orang yang membutuhkannya. Sejalan dengan
prinsip lain yaitu hendaknya kekayaan itu jangan hanya beredar diantara
segelintir orang saja, karena hal ini akan menimbulkan ketimpangan
sosial. Atas dasar inilah maka negara berfungsi untuk melakukan
redistribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Fungsi ini dijalankan
diantaranya memalui lembaga perpajakan. Pajak bukan hanya berfungsi
distribusi, akan tetapi juga berfungsi alokasi. Fungsi alokasi pajak menurut
Islam diarahkan untuk memperkuat swadaya masyarakat sendiri.

Dengan demikian, perlu adanya kajian yang menyeluruh untuk
memberikan penjelasan tentang kontroversi perpajakan tersebut.
Setidaknya penyusun akan berupaya untuk memaparkan dua titik pendapat

tentang pajak secara konprehensip. Berangkat dari latar belakang



pemikiran yang dikemukakan di atas dan dengan maksud mengkaji secara
akademis, maka penyusun ikut andil dengan melakukan penelitian dan
penyusunan skripsi dengan judul “PAJAK DALAM PANDANGAN

HASAN TURABI DAN YUSUF QARDAWI ”.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul
sedikitnya tiga rumusan masalah;
1. Bagaimana pandangan dan argumentasi Yusuf Qardawi dan Hasan
Turabi terhadap pajak?
2. Bagaimana komparasi atau perbandingan pandangan Yasuf

Qardawi dan Hasan Turabi?

C. Tujuan dan Kegunaan
Sesuai dengan pokok masalah diatas, maka terangkum tujuan dari
penelitian ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui pandangan dan argumentasi Yusuf Qardawi dan
Hasan Turabi terhadap kebijakan pajak di suatu negara.
2. Untuk mengetahui komparasi pemikiran Hasan Turdbi dan Yusuf
Qardawi dalam konteks pemungutan pajak.
Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan,



khususnya yang berkaitan dengan kontroversi pemungutan pajak
antara dua tokoh besar Islam di atas.

2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana
kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam

bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa karya yang ada belum ditemukan pembahasan topik
seputar perdebatan relasi agama dan negara dalam konteks pemungutan
pajak. Namun penjelasan tentang bagaimana mekanisme penagihan pajak
yang terjadi antara penanggung pajak dengan pemungut pajak telah
banyak beredar. Seperti karya Wiratni Ahmadi yang mengilustrasikan
bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting
dan strategis."!

Yul Endri dalam skipsinya yang berjudul konsep kebijakan fiskal
dalam mengatur perekonomian negara menurut perspektif hukum Islam,
Dalam pembahasannya ia menggunakan pendekatan hukum dan terfokus
pada masalah pajak dalam kebijakan fiskal tanpa kajian perbandingan
tokoh yang menolak maupun menerima pajak sebagai kebijakan negara

yang wajib dipatuhi.'?

" Wiratni Ahmadi, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian
Sengketa Pajak, Cet 1 (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 54.

"2 Yul Endri, “Konsep Kebijakan Fiskal Dalam Mengatur Perekonomian Negara
Menurut Perspektif Hukum Islam,” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2004).



10

Nurul Aini Musyarofah dalam skripsinya yang berjudul kebijakan
fiskal dalam perspektif ekonomi (Study terhadap kebijakan fiskal
Indonesia). Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan ekonomi
dan yang dibahasnya tentang kebijakan fiskal secara garis besar."

Farida Hidayat dalam skripsinya yang berjudul pajak daerah dan
retribusi daerah dalam perspektif hukum Islam : studi atas pasal 1 dan 18
Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah, pembahasannya hanya sebatas pendekatan yuridis normatif dan
yang dibahasnya hanya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dia
juga memaparkan sistem pemungutan dan penetapan tarifnya. Namun, di
dalam skripsinya tidak dijelaskan sedikitpun tentang kontroversi pajak
dikalangan pemikir muslim, apalagi dikonfrontir dengan zakat yang
sebenarnya sangat menarik untuk diperbincangkan.'*

Dari sekian banyak karya tersebut belum ditemukan satu karyapun
yang khusus membahas permasalahan perdebatan relasi agama dan negara
dalam konteks pemungutan pajak. Walaupun ada, hanya sebatas
pembahasan tentang pajak secara umum dan belum mengupas study
komparasi Hasan Turabi dan Yusuf Qardawi dalam konteks wajib

tidaknya pajak bagi warga negara.

" Nurul Aini Musyarofah, “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi (Study
Terhadap Kebijakan Fiskal Indonesia),” Skripsi Fakultas Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2002).

' Farida Hidayat, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Hukum
Islam : Studi atas pasal 1 dan 18 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah,”Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).



11

Dengan pertimbangan itulah penyusun akan berusaha melengkapi
khazanah keilmuan dengan mengangkat topik perpajakan dalam kajian

perbandingan antara dua tokoh fundamental Islam secara konprehensip.

Kerangka Teoritik

Syari’at Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw. ketika
akal manusia mencapai tingkat kematangan berfikir. Itulah sebabnya
prinsip, kaidah dan tujuan hukumnya memiliki nilai kematangan bahkan
dapat dikatakan sempurna. Sebab tanpa kematangan atau kesempurnaan
maka tidak akan mampu memenuhi hajat hidup manusia yang
dihadapinya.

Kewajiban membayar pajak yang dibebankan kepada masyarakat
atau warga negara merupakan hal yang sah, karena pada saat ini anggaran
yang besar dan berkembangnya kebutuhan negara modern sehingga pajak
merupakan salah satu solusi untuk mengatasi salah satu masalah negara,
khususnya dalam bidang finansial.

Dalam perjalanan sejarah Islam yang sangat panjang telah dikenal
beberapa sumber pendapatan dan keuangan negara. Sebagiannya bersifat
rutin yakni zakat, kharaj (pajak bumi), jizyah (pajak jaminan keamanan
atas non muslaim) dan ‘usyur (pajak ekspor impor). Sedangkan sebagian
yang lain ada juga yang bersifat insidental yakni harta rampasan perang

(ghanimah), hasil tambang (ma’ddin), harta karun (rikaz), harta
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peninggalan orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta temuan dan
segala bentuk harta yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya."’
Islam adalah agama yang anti kedzaliman. Pemungutan pajak
tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak
yang diakui dalam sejarah figh Islam dan sistem yang dibenarkan harus
memenuhi beberapa syarat yaitu:'°
1. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain
2. Pemungutan pajak harus didasrkan pada prinsip keadilan
3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat
bukan untuk maksiat dan hawa nafsu
4. Persetujuan para ahli atau cendikiawan yang berakhlak
Dalam kitab-kitab fikih telah cukup rinci membicarakan sumber-
sumber pendapatan negara yang disebutkan di atas. Yang harus dipahami
adalah bahwa semua sumber pendapatan negara tersebut tidak serta-merta
ditetapkan berdasarkan nash-nash syara’ melainkan sebagiannya
ditetapkan berdasarkan ijtihad yang sesuai dengan perkembangan dan
tuntutan kehidupan pada setiap masa. Sebagai contoh, pungutan kharaj
pertama kali dilakukan pada masa khalifah ‘Umar Bin Khatab berdasarkan
hasil ijtihadnya yang kemudian diterima oleh para sahabat yang lain.
Demikian pula dengan ‘usyir ditetapkan oleh khalifah yang sama melalui

musyawarah dengan para sahabat yang lain.'” Jadi, dari rasionalisasi

"> Malik Madani, Pajak Dalam Perspektif Fikih Islam ,(al-Jamiah: 1994), him. 24.
' Qardawi, Hukum Zakat, hlm. 1079-1084

7 Malik, al-Jamiah, hlm. 24.



13

tersebut setidaknya muncul sebuah argumen konkrit tentang relasi agama
dan negara yang secara rii/l tidak dapat dipisahkan dalam konteks
perpajakan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan,
muncul pula bentuk-bentuk pungutan di luar apa yang telah disebutkan di
atas yang kemuduan dikenal dengan istilah pajak (daribah) adalah
pungutan yang dilakukan penguasa dari rakyatnya dengan
mengatasnamakan kepentingan umum atau negara yang hingga saat ini
mengalami perkembangan dengan berbagai jenis.

Kebijakan memungut pajak yang adil oleh pemerintah merupakan
suatu hal yang mutlak, karena walaupun kebijaksaan itu atas pertimbangan
kemaslahatan keadilan tetap harus diutamakan. Sebenarnya tidak ada dalil
khusus yang memerintahkan atau membolehkan dalam pemungutan pajak,
yang ada dan populer serta yang sering dikemukakan dalam pemungutan

pajak hanyalah dalil-dalil yang bersifat umum,'® yaitu:

sl s AL Gl (e Sl ST jrall 5 (3 piall J8 w88 s 5 ) sl 5 () ol s
=l el B3 dn et Jldl (Al Gaally sl Asalall g e Y

O 58 5all 535S Sl (55 shall Hl8l 5 8 I (85 Galiladl 5 Janall () 5 (Ssall

18 Ibid. him. 32.
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Selain itu juga ada Qs an-Nisa’ (4): 59 tentang perintah taat kepada

ulu al-amr:
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Satu hal yang juga perlu diperhatikan, sehubungan dengan
kebolehan pemerintah untuk memungut pajak, bagi kelompok yang
memperbolehkan, dari rakyatnya dan kewajiban rakyat untuk mentaatinya
adalah bahwa pungutan itu harus benar-benar didasarkan atas
pertimbangan kemaslahatan yang benar-benar riil, bukan kemaslahatan
yang semu.

Harus diakui bahwa dalam menilai sesuatu mashlahah atau
mafsadah, seringkali terjadi kesimpangsiuran, bahkan tidak jarang terjadi
setiap keputusan yang diambil penguasa selalu diklaim didasarkan atas
pertimbangan kemaslahatan. Padahal kalau ditinjau dengan jujur dan teliti,
nampak jelas bahwa kemaslahatan yang dimaksud tidak lebih dari sekedar
kemaslahatan pribadi atau hanya bagi segelintir orang saja. Oleh sebab itu,
untuk dapat mewujudkan kemaslahatan bersama rasa keadilan dan

kebijaksanaan penguasa merupakan hal yang sangat penting dan mutlak

"% Qs al-Baqarah (2): 177.

2 (s an-Nisa’ (4): 59.
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harus dilakukan agar tidak terjadi komersialisasi di dalam pajak. Hal ini

sesuai dengan kaidah fikih:

Mialaal dagie el e ala¥) G

Pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang
mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam
undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara
yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara
langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara.
Karena pajak merupakan sebuah perikatan, maka otomatis menimbulkan
hak dan kewajiban tertentu kepada para pihaknya.

Menurut Yasuf Qardawi pemungutan pajak diperbolehkan apabila
negara memang benar-benar membutuhkan dana, dan tidak ada sumber
lain. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain
yang memadai, maka pungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan
syara’. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak
memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat.
Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan
ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan

pembangunan.*

*! Seperti di kutip dari Imam Syafi’i oleh Chairul Uman, dkk, dalam Ushul Figih I,
cet-2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 52.

*? http://agustianto.niriah.com. Diakses pada tanggal 14 April 2010.
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Namun, pendapat tersebut sangatlah berbeda dengan Hasan Turabi
yang mengasumsikan bahwa mekanisme perpajakan dalam kondisi apapun
tetap tidak diperbolehkan. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah
pajak merupakan pelarian dari kewajiban zakat yang justru telah
ditentukan dalam Islam serta mekanisme yang dipakai pun cenderung
merugikan rakyat, karena kewajiban zakat saja sudah cukup untuk
meningkatkan pendapatan negara jika konteks yang digunakan adalah

2
negara.”

Metode Penelitian
Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu
metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan
proposal ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library
research), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya
dari buku-buku hukum, buku-buku perpajakan baik yang berasal dari
karya Hasan Turabi maupun Yusuf Qardawi dan/atau karya perpajakan
lain, kitab fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan
objek kajian.

2. Sifat Penelitian

2 Millard Burr, Hasan al- Turdb, hlm 23.
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Penelitian ini bersifat studi tokoh, dimana penyusun
menguraikan secara sistematis dua pandangan atau pemikiran Hasan
Turabi dan Yasuf Qardawi dalam menyikapi boleh tidaknya pajak
dalam praktek kenegaraan.

Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
filosofis dan sosiologis Hasan Turabi dan Yusuf Qardawi. Maka dalam
penelitian ini penulis mencoba memahami perbincangan seputar pajak
dari dua tokoh berbeda tersebut dengan kerangka ilmiah dan
paradigma yang mendasarinya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah rii/ yang sangat
dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek.
Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah
sebagai berikut :

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan
Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data
tentang perpajakan secara umum, terutama data atau karya dua
tokoh diatas yang merupakan topik utama dalam rangkaian skripsi
ini dengan metode analisis komparatif.
b. Bahan
1) Bahan Primer
Yaitu buku-buku dan literatur karya pemikiran Yasuf

Qardawi dan Hasan Turabi dalam masalah pajak.
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2) Bahan Skunder
Yaitu buku-buku umum yang membahas masalah pajak
dan data lain yang relevan dengan topik bahasan.
5. Analisis data
Data-data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi
dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, melalui metode
induktif yaitu dengan cara mencari fakta yang konkrit kemudian

ditarik kesimpulan secara general yang merupakan bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis,
penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara
garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini,
dipaparkan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang
menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan
kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, kemudian
dikemukakan pula beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan,
serta kerangka teoretik yang mendasari dalam penyusunan ini,
merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, diuraikan tinjauan pajak secara umum yang meliputi
pengertian pajak, sejarah pajak, jenis-jenis pajak dan mekanisme

pemungutannya.
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Bab ketiga dibahas pandangan Hasan Turdbi dan Yisuf Qardawi
terhadap pajak meliputi biografi Yusuf Qardawi dan Hasan Turabi,
pandangan Yusuf Qardawi terhadap pajak, landasan normatif, pentingnya
zakat dan pajak bagi warga negara, pandangan Hasan Turabi terhadap
pajak, dan relevansi zakat sebagai intrumen utama mekanisme distribusi
harta dalam Islam.

Bab keempat, memberikan analisa pungutan pajak menurut
pandangan Hasan Turabi dan Yusuf Qardawi meliputi analisis
perbandingan pandangan Yiasuf Qardawi dan Hasan Turabi mengenai
pajak, perbincangan seputar zakat dan pajak, dan problematika
perpajakan.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan

saran-saran.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

l.

Menurut Yusuf Qardawi ada lima alasan diperbolehannya pajak di

samping pembayaran zakat bagi kaum muslim, yaitu:

a. Jaminan / Solidaritas Sosial Merupakan Suatu Kewajiban

b. Sasaran Zakat Itu Terbatas, Sedangkan Pembiayaan Negara
Banyak Sekali

c. Kaidah-Kaidah Hukum Syara’

d. Jihad Atas Harta Dan Tuntutannya Yang Besar

e. Kerugian Dibalas Dengan Keuntungan

Sedangkan dalam pandangan Dr. Hasan Turdbi dari Sudan pajak itu

haram. Ta sangat khawatir jika pajak diperbolehkan dipungut oleh

pemerintah, ia dapat menjadi alat penindasan. Pajak yang menjadi

kontroversi dikalangan para ulama tersebut adalah pajak yang bersifat

memaksa (yaitu jika tidak membayar pajak maka akan dikenai

hukuman oleh negara). Sedangkan pajak yang bersifat sukarela (tanpa

paksaan, tidak ada sanksi bagi yang tidak mau membayar) maka jelas

diperbolehkan karena termasuk kategori infaq, hadiah, hibah kepada

pemerintah. Pajak yang bersifat memaksa berarti sama saja pemerintah

itu merampas atau merampok harta rakyat, walaupun oleh pemerintah

digunakan untuk kebajikan. Ibaratnya sama dengan Robin Hood yang

merampok harta orang-orang kaya untuk diserahkan kepada fakir

miskin. Jadi, pemungutan pajak oleh pemerintah sama saja dengan
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perampokan terorganisir, perampasan yang berlindung dibalik topeng
undang-undang. Padahal dalam Islam tujuan tidak membenarkan
segala cara (al ghoyah la tubarrirul wasilah). Meskipun tujuan
pemerintah itu baik, tapi tetap saja tidak boleh menggunakan cara-cara
yang salah seperti perampasan harta rakyat (pajak).

Dalam Islam, harta adalah hal yang sangat dilindungi, dan
tidak boleh diambil siapapun tanpa hak. Meskipun tujuan pajak itu
baik, tapi pemerintah tetap tidak boleh mengambil pajak dari rakyat,
kecuali jika rakyat membayar secara ikhlas dan sukarela. Jika rakyat
tidak ikhlas, maka status pemungut pajak adalah perampok atau
perampas harta. Negara hanya boleh mengambil harta rakyat secara
paksa dalam bentuk zakat, jizyah, kharaj, dan beberapa hal lain yang

diatur oleh syariat Islam.

. Dalam gambaran terdahulu telah dijelaskan betapa kerasnya sikap para
ulama, khususnya Yusuf Qardawi dan Hasan Turabi sebagai pokok
bahasan dalam skripsi ini, mengenai superioritas zakat dan pajak
antara menerima keduanya atau salah satunya. Kebekuan dalam
pemahaman terhadap zakat dan pajak berdampak pada kebingungan
umat Islam dalam melaksanakan dua kewajiban tersebut. Sehingga,
tidak salah jika Turabi justru menekankan penghapusan instrumen
perpajakan di negara manapun agar umat muslim lebih fokus terhadap
kewajiban distribusi harta yang sesuai dengan syari’at Islam berupa

zakat.
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Sebagian masyarakat muslim bersikap dengan menunaikan
kewajiban zakat dan pajak secara terpisah akibatnya mereka memikul
dua beban yaitu beban zakat dan pajak sekaligus, ini tentunya
mengacu terhadap pendapat Qardawi, atau dengan mengambil sikap
bahwa pajak yang mereka bayarkan sudah termasuk zakat. Sebagian
lainnya, dalam hal ini sebagai manifestasi dari pendapat Turabi,
mengambil sikap dengan menolak membayar pajak dan hanya
membayar zakat, karena menganggap bahwa tidak ada kewajiban lain
terhadap harta selain kewajiban zakat.

Usaha maksimal yang dapat dilakukan oleh para ulama adalah
dengan menjadikan zakat sebagai faktor yang mengurangi penghasilan
kena pajak, seperti yang terdapat dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, walaupun dalam UU tersebut mengakui beberapa
persamaan antara zakat dan pajak, namun tetap saja keduanya berbeda

dan tidak dapat disatukan.

B. Saran
Dari pembahasan yang cukup panjang diatas penyusun memiliki
beberapa saran yang hendaknya direnungi demi maksimalisasi pajak,
yaitu:
1. Perpajakan Indonesia hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan
yang memadai, dalam arti cukup untuk menutup biaya pengeluaran

negara. Selain itu, pajak hendaknya bersifat dinamis, artinya
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penerimaan negara dari pajak selalu mengingkat demi tercapainya
keseimbangan ekonomi bagi masyarakat yang tidak mampu.

. Hendaknya pemerintah melakukan refleksi dengan memilih
mekanisme perpajakan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Pada
umumnya, Indonesia menerapkan mekanisme pajak modal, pajak
pengeluaran dan/atau pajak pendapatan bagi rakyat, baik miskin
maupun kaya, sehingga terdapat kesimpang-siuran bagi masyarakat
yang cenderung lebih rendah tingkat perekonomiannya dari para
konglomerat dengan mekanisme yang sama, walaupun besaran
pengeluaran pajaknya berbeda.

. Pajak hendaknya bersifat umum dan universal. Ini berarti pajak tidak
boleh diskriminatif, semua ketentuan hukum berlaku bagi siapa saja
yang melakukan pelanggaran terkait pajak, baik pengusaha tingkat
tinggi maupun masih menengah.

. Pemungutan pajak hendaknya bersifat pasti, dalam arti siapa yang
wajib membayar pajak, berapa jumlahnya dan kepada siapa atau untuk
apa dana yang dihasilkan dari pungutan pajak tersebut. Setidaknya
Indonesia sampai saat ini terkesan sebagai negara yang cenderung
memiskinkan diri dengan menerapkan sistem perpajakan yang tidak
jelas arah tujuannya, terlalu banyak peraturan yang dibuat, namun
aplikasinya masih sangat minim dirasakan, khususnya oleh masyarakat
bawah. Justru yang berkembang adalah kebobrokan birokrasi
perpajakan dengan terkuaknya berbagai kasus penyelewengan atau

korupsi.
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Empat postulat ini selayaknya menjadi bahan refleksi bagi para
pejabat pajak Indonesia sebagai manifestasi kepatuhan dalam mengemban
amanah rakyat. Dengan harapan rakyat tidak lagi menjerit kelaparan
karena ketidakbecusan penguasa dalam mengelola hasil pajak, atau
kurangnya kesadaran elit penguasa dan pengusaha tingkat tinggi untuk
membayar pajak. Apabila hal tersebut masih enggan untuk dilakukan
sepertinya lebih layak Indonesia menghapus sistem perpajakn tersebut dan
lebih memberdayakan zakat, karena mekanisme yang diatur dalam zakat
lebih menitikberatkan kepentingan sosial dengan ketentuan-ketentuan

yang telah diatur baik dalam al-Qur’an maupun hadis.
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